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PADA SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020, telah dialokasikan dana dalam
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan
Belanja Lainnya (999.08) yang didalamnya termasuk
belanja lain-lain untuk cadangan pooling fund bencana
tahun anggaran 2020 yang dikelola secara khusus

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan;

bahwa guna mengantisipasi apabila sampai dengan
akhir tahun anggaran 2020 pengelolaan secara khusus
sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terlaksana,
perlu diatur ketentuan mengenai pengakumulasian
cadangan pooling fund bencana pada sisa lebih
pembiayaan anggaran tahun anggaran 2020;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan
kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pengakumulasian Cadangan Pooling Fund Bencana pada

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2020;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94)



